	LAMPIRAN III
	:
	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

	
	
	NOMOR
	:
	22 TAHUN 2015

	
	
	TANGGAL
	:
	1 JUNI 2015

	
	
	TENTANG
	:
	SISTEM DAN MEKANISME PEMBERIAN BIAYA RUJUKAN BAGI IBU HAMIL, IBU MELAHIRKAN, IBU NIFAS DENGAN RISIKO TINGGI DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BUTON UTARA.



I. JENIS PENGADUAN

· Disiplin pegawai, terlambat masuk kantor, tidak berkantor, cepat pulang, meninggalkan kantor disaat jam kerja.  
· Mal praktek  dari tenaga kesehatan atau bekerja tidak sesuai prosedur tetap.
· Waktu tunggu dalam proses pelayanan.
· Biaya dan proses administrasi pelayanan.
· Pengaduan yang diharapkan dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten (Dinas Kesehatan, Sekda dan Bupati).
· Ketersediaan tenaga kesehatan.
II. METODE DAN CARA PENGADUAN

· Lisan

Penyampaian lisan langsung ke Puskesmas dan tim pengelola program pemberian biaya rujukan di Dinas Kesehatan.  Diharapkan dapat diperkuat dengan surat (tertulis) dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan.
· Tulisan (dilengkapi dengan identitas pelapor)

· Melalui Surat Pengaduan yang dilengkapi identitas.
· Melalui SMS ke nomor yang telah ditentukan Dinas Kesehatan.
· Melalui kotak pengaduan yang disimpan di setiap puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan, Posisi kotak pengaduan yang mudah dilihat/diakses masyarakat.
III. TEMPAT PENGADUAN

· Puskesmas dan Dinas Kesehatan;  Puskesmas perlu mencatat dalam buku registrasi pengaduan.
· Majelis Pertimbangan Etik profesi (Ikatan Dokter Indonesia/IDI, Ikatan Bidan Indonesia/IBI, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI).
IV. ALUR DAN PROSES PENGADUAN

· Pengadu menyampaikan keluhan melalui kotak pengaduan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
· Pengadu dapat menyampaikan juga keluhannya kepada Majelis Pertimbangan Etik melalui masing-masing organisasi profesi (IBI, IDI, PPNI). 

· Kotak Pengaduan akan dibahas dan akan ditindak lanjuti (direspon) oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

· Jika hal tersebut tidak dapat ditangani, akan diteruskan untuk dibahas dan dianalisis untuk direspon oleh pemerintah kabupaten.

V. MODEL RESPON PENGADUAN

· Surat Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan melalui tim pelaksana.
· Surat dapat ditujukan langsung ke pengadu ataupun melalui papan informasi.
· Memberi respon dalam bentuk tindakan terkait dengan pengaduan yang disampaikan.
BUPATI BUT0N UTARA,

ttd
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

